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ABSTRAK 

 

ABDUL ROHMAN. KONSEP POLITIK MELAYU DI PULAU BANGKA (Studi Analisis 

Undang-Undang Sindang Mardika). Dibimbing oleh Ranto dan Rini  

Etnis Melayu di Bangka mempunyai konsep politik berdasarkan adatnya, dilihat 

proses terbentuknya konsep politik diketahui dalam ikatan kekerabatan dan kesamaan 

suku bangsa, serta adat-istiadat yang merupakan faktor primordial sebagai pembentuk 

identitas etnis Melayu. Kebudayaan orang Melayu dalam sejarahnya mempunyai 

kesamaan persepsi tentang asal-usul, sehingga muncul aturan-aturan, nilai, dan tujuan 

yang dapat menjadikan identitas tersebut tersatukan dalam kelompok sebagai etnis 

Melayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat sejarah konsep politik Melayu 

berdasarkan hukum adat masyarakat etnis Melayu yang ada di Pulau Bangka. Dilihat dari 

berlakunya hukum adat di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat 

hukum adat terestrial, yaitu hukum adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang kental 

sekali dengan kebudayaan etnis Melayu dalam kehidupan masyarakatnya. Konsep Politik 

etnis Melayu dalam bahasan ini akan lebih ditonjolkan mengenai kekuatan reputasi politik 

dalam mengatur wilayah Bangka serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi dan politik 

dari  sejarah dan transformasinya ke kondisi terkini.  

Penelitian ini menggunakan teori rekonstruksi hukum menurut Lawrence 

M.  Friedman berdasarkan pembangunan masyarakat Melayu menuju kedaulatan 

kearifan lokal, yaitu: Pertama, substansi hukum yang mencakup keputusan atau aturan 

dalam menata ulang, selanjutnya keputusan yang akan dibentuk berdasarkan 

pengalaman manusia dengan merealisasikan haknya serta mencakup norma, aturan, dan 

perilaku nyata manusia. Kedua, struktur hukum meliputi pengambilan kebijakan dan 

penerapan hukum, adapun pemerintahan berperan penting dalam kualitas hukum 

berproses dan penegak hukum memiliki kredibilitas, kompeten dan independen. Ketiga, 

budaya hukum meliputi reputasi sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan 

dalam sistem hukum berada di kerangka budaya milik masyarakat, serta masyarakat 

menentukan bagaimana hukum itu berlaku dan berkeadilan. Hal tersebut penting untuk 

meninjau kembali sebagai literasi dan direalisasikan dalam tatanan menguatkan identitas 

etnis Melayu terkini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dokumentasi historis. Adapun data terhadap objek yang diteliti secara langsung dengan 

pengumpulan data historis, data tersebut dapat diuji kebenarannya dan keabsahannya 

melalui penelitian perpustakaan maupun wawancara sebagai pendukung data yang valid.  

Hasil penelitian ini akan dibahas mulai dari pengaruh bahasa Melayu 

Kuno, Pengaruh Hindu-Budha dan Islamisasi di Pulau Bangka, dimana cikal bakal 

sejarah hukum adat yang membentuk eksistensi konsep politik Melayu. Selanjutnya 

masa Kesultanan Palembang sebagai periode lahirnya struktur kekuasaan yang 

membentuk Undang-Undang Sindang Mardika sehingga muncul kebijakan ekonomi 

politik, ekologi politik, sosial budaya dan politik Islam dalam eksistensinya. Di dalam 

konsep politik Melayu ini terlihat dalam perkembangan Undang-Undang Sindang Mardika 

dari periode awal abad ke-18, sehingga dapat dibedakan perubahan-perubahan yang 

terjadi dari masa pra-kolonial hingga masa kini (kemerdekaan). Dalam kondisi terkini di 

perlukan rekonstruksi penataan kembali hukum adat yang berperan penting membangun 

kearifan lokal sebagai sarana pembaharuan dan keteraturan pada sistem masyarakat etnis 

Melayu  di Pulau Bangka. Maka diperlukan Substansi hukum, struktur hukum dan budaya 

hukum berdasarkan kearifan lokal etnis Melayu dalam menguatkan identitas Melayu 

terkini.  
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Kata kunci: Konsep, Politik Melayu, Rekonstruksi Politik hukum  

 

ABSTRACK 

 

Abdul Rohman. THE POLITICAL CONCEPT OF MELAYU IN BANGKA ISLAND (Study 

on Analysis of the Sindang Mardika Law). Guided by Ranto and Rini,  

Ethnis Melayu in Bangka have a political concept based on their customs, in view of 

the process of forming political concepts, it is known in terms of kinship and ethnic equality, 

as well as customs which are primordial factors forming the identity of ethnic Malay. 

Historically, the culture of the Malay people has the same perception of origins, so that 

rules, values, and goals emerge that can make these identities united in groups as ethnic 

Malays. This study aims to raise the history of the Malay political concept based on the 

customary law of the Malay ethnic community in Bangka Island. Judging from the 

enactment of customary law on the island of Bangka, it is united by the territorial unity of 

the terrestrial customary community, namely customary law based on a very strong 

relationship between Malay ethnic culture in the life of its people. The concept of ethnic 

Malay politics in this discussion will be emphasized more on the strength of political 

reputation in regulating the Bangka region and maintaining social, economic and political 

stability from history and its transformation to current conditions.  

This study uses the theory of legal reconstruction according to Lawrence M. 

Friedman based on the development of the Malay community towards local wisdom 

sovereignty, namely: First, legal substance which includes decisions or rules in 

rearranging, then decisions will be formed based on human experience by realizing their 

rights and covering norms, rules, and real human behavior. Second, the legal structure 

includes policy making and law enforcement, while the government plays an important role 

in the quality of the legal process and law enforcers are credible, competent and 

independent. Third, legal culture includes a social reputation that determines how law is 

used in the legal system within the framework of the culture belonging to the community, 

and society determines how the law applies and is fair. This is important to revisit as 

literacy and be realized in an order to strengthen the current ethnic Malay identity. The 

method used in this research is qualitative historical documentation. As for the data on the 

object studied directly by collecting historical data, the data can be tested for truth and 

validity through library research and interviews as supporting valid data.  

The results of this research will be discussed starting from the influence of the 

ancient Malay language, the influence of Hinduism and Islamization on the island of 

Bangka, where the origin of the history of customary law that shaped the existence of the 

concept of Malay politics. Furthermore, the Palembang Sultanate was a period of the birth 

of the power structure that formed the Sindang Mardika Law so that political economy, 

political ecology, socio-cultural and political Islam policies emerged in its existence. In the 

Malay political concept, it is seen in the development of the Sindang Mardika Law from the 

early 18th century, so that changes that occurred from the pre-colonial period to the 

present (independence) can be distinguished. In current conditions, it is necessary to 

reconstruct the rearrangement of customary law which plays an important role in building 

local wisdom as a means of renewal and order in the system of the ethnic Malay community 

on Bangka Island. So a legal substance, legal structure and legal culture are needed based 

on local ethnic Malay wisdom in strengthening the current Malay identity.  
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